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1. PENDAHULUAN
Pembangunan dan kesesuaian pemanfaatan lingkungan:
 Pembangunan yang berwawasan lingkungan mengkaitkan pembangunan 

dengan pelestarian lingkungan, termasuk sumber daya alam dan ruang
 Daya dukung lingkungan seharusnya menjadi pertimbangan bagi setiap 

pengambilan keputusan pembangunan
 Rencana tata  ruang yang menggambarkan alokasi  pemanfaatan ruang 

bagi pembangunan seharusnya didasarkan pada daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup masing-masing wilayah

Beberapa masalah yang timbul dalam penataan ruang:
 Banyaknya  konflik  kepentingan dalam pemanfaatan  ruang,  yang  akan 

mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 Ketidakmampuan  para  pihak  dalam  menyadari  dan  memahami 

pentingnya perencanaan tata ruang dan mengatur segala kepentingan;
 Lemahnya kapasitas aparat dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

2. KEBIJAKAN
Pengendalian Pemanfaatan Ruang (RPJM 2004-2009):
 Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif
 Meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang
 Mewujudkan  sistem  kelembagaan  penataan  ruang  yang  dapat 

meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak

Revitalisasi Kelembagaan:
 Peningkatan peran Dinas LH dalam BKPRD (Badan Koordinasi Penataan 

Ruang Daerah)
 Peningkatan  peran  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  Daerah 

(PPLHD) sebagai aparat pengawas pemanfaatan ruang

3. DASAR HUKUM PENGAWASAN TATA RUANG

a. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 
14: ”Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan berskala Kabupaten/Kota 
dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.”

b. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 55 
ayat  (1)  & (2):  ”Pengawasan terhadap kinerja pengaturan,  pembinaan,  
dan  pelaksanaan  penataan  ruang  terdiri  atas  tindakan,  pemantauan,  
evaluasi dan pelaporan.”



Pasal 57: ”Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan 
ruang pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
Badan  Koordinasi  Penataan  Ruang  Daerah  (BKPRD)  Kabupaten/Kota 
mempunyai tugas:
 Merumuskan  berbagai  kebijakan  penyelenggaraan  penataan  ruang 

Kabupaten/Kota  dengan  memperhatikan  kebijakan  penataan  ruang 
Nasional dan Provinsi

 Mengkoordinasikan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 Mengkoordinasikan penyusunan Rencan Rinci Tata Ruang Kawasan 

sebagai jabaran lebih lanjut RTRW Kabupaten/Kota
 Melaksanakan kegiatan penawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, 

dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang
 Memberikan  rekomendasi  penertiban  terhadap  pemafaatan  ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
 Memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten/Kota
 Mengoprimalkan  peran  serta  masyarakat  dalam  prencanaan  tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
 Mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten/ Kota 

untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat 
dan dunia usaha

 Mensosialisasikan  dan  menyebarluaskan  informasi  penataan  ruang 
Kabupaten/Kota

4. PENGAWASAN PERIZINAN



 

Izin Sesuai dengan RTRW

Izin Diperoleh Melalui 
Prosedur Yang Benar

Batal Demi Hukum

Kerugian Yang Timbul Akibat 
Pembatalan Izin Dapat 

Dimintakan Penggantian Yang 
Layak Kepada Instansi Pemberi 

Izin

Izin Diperoleh Melalui 
Prosedur Yang Tidak Benar

Sanksi Penertiban

Izin Tidak Sesuai dengan RTRW

Izin Diperoleh Melalui 
Prosedur Yang Benar

Dibatalkan oleh 
Pemerintah

Izin Diperoleh Melalui 
Prosedur Yang Tidak Benar

Sanksi PenertibanSanksi Penertiban

Dibatalkan oleh 
Pemerintah



5. SANKSI PENYALAHGUNAAN PEMANFAATAN RUANG 

  

peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara 

pelayanan umum;
penutupan lokasi;
pencabutan izin;
pembatalan izin;
pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/atau
denda administratif

Administratif Pidana

penjara;
denda;
Pemberhentian secara tidak 

hormat dari jabatannya
Pencabutan izin usaha
Pencabutan status badan hukum

Perdata

Tuntutan ganti kerugian secara 
perdata bagi orang yang 
dirugikan akibat tindak 
pidana   

Pasal 63 Pasal 69 – 74 

Pasal 75

Setiap Orang

Tidak mentaati
RTR yang 
ditetapkan

Menyebabkan
perubahan fungsi
ruang

Menyebabkan kerugian
terhadap harta benda atau
kerusakan barang

Menyebabkan
kematian 

Pidana  penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
pidana denda
paling banyak 
Rp. 500.000.000

Pidana  penjara
paling lama 8
(delapan) tahun dan
pidana denda
paling banyak 
Rp. 1.500.000.000

Pidana  penjara
paling lama 15
(lima belas) tahun dan
pidana denda
paling banyak 
Rp. 5 M

1

43

2

5

PASAL 69



Setiap Orang

Memanfaatkan 
ruang tidak 

sesuai dengan 
izin 

pemanfaatan 
ruang dari 

pejabat yang 
berwenang

Menyebabkan 
perubahan
fungsi ruang

Menyebabkan
kematian 

Pidana  penjara
paling lama 3
(tiga) tahun dan
pidana denda
paling banyak 
Rp. 500.000.000 Pidana  penjara

paling lama 5
(lima) tahun dan
pidana denda
paling banyak 
Rp. 1 M

Pidana  penjara
paling lama 15
(lima belas) tahun dan
pidana denda
paling banyak 
Rp. 5 M

Menyebabkan
kerugian
harta benda 
atau 
kerusakan 
barang

Pidana  penjara
paling lama 5
(lima) tahun dan
pidana denda
paling banyak 
Rp. 1.5 M

1

5

4

3
2

PASAL 70

Setiap Orang

Tidak mematuhi 
ketentuan yang 

ditetapkan 
dalam 

persyaratan izin 
pemanfaatan 

ruang

Pidana  penjara
paling lama 3(tiga) 
tahun dan pidana denda
paling banyak 
Rp. 1.500.000.000

PASAL 71

Setiap Orang

Tidak memberikan akses 
terhadap kawasan yang oleh 

UU dinyatakan sebagai 
kawasan milik

umum

Pidana  penjara
paling lama 1 (satu)) 
tahun 
dan pidana denda
paling banyak 
Rp. 100.000.000

PASAL 72

1

2

1

2



6. KETENTUAN RUANG TERBUKA HIJAU

Setiap pejabat
pemerintah

menerbitkan 
izin

Izin yang diterbitkan 
tidak
 sesuai dengan RTR

Pidana  penjara
paling lama 5 (lima) tahun 
dan pidana denda
paling banyak 
Rp. 500.000.000

Sanksi tambahan
berupa pemberhentian
secara tidak hormat dari
jabatannya

1

4

3

2

5

PENGURUS

KORPORASI

Pengurus dikenakan sanksi pidana 
Penjara dan denda sebagaimana
dirumuskan pada pasal 69, 70, 71 dan 72

Dikenakan sanksi pidana 
denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda yang 
dirumuskan pada pasal pasal 69, 70, 
71 dan 72

Pidana tambahan:
Pencabutan izin usaha dan /atau
Pencabutan status badan hukum

1

2



RUANG TERBANGUNRUANG TERBANGUN
(60% )(60% )

RUANG TERBUKARUANG TERBUKA
(40% )(40% )

TAMAN-
TAMAN 
KOTA 

(12,5% ) 

RUANG WILAYAH KOTARUANG WILAYAH KOTA

RTH PRIVAT = 10%  RTH PUBLIK = 20%  

JARINGAN 
JALAN
(20% )

LAINNYA 
(NON HIJAU) 

(7,5% )

RUANG 
HUNIAN 

 (40% )

NON 
HUNIAN

(20% )

R T H  d i R u a n g  
H u n ia n :

A s u m s i K D B  m a k s  
8 0%

R T H  =  2 0%  x  4 0%  =  
8%

R T H  d i R u a n g  N o n  
H u n ia n :

A s u m s i K D B  m a k s  9 0%
R T H  =  1 0%  x  2 0%  =  2%

R T H  d i J a r i r n g a n  
J a la n :

A s u m s i ja lu r  h i ja u  
3 0%

R T H  =  3 0%  x  2 0%  =  
6%

(S u n g a i, J a la n  K A , 
S U T E T ) 

A s u m s i 2 0%  h i ja u
R T H  =  2 0%  x  7 ,5 %  =  

1,5%



7. PENATAAN RUANG DALAM ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Kesesuaian 
lokasi 

usaha/kegiat
an dgn 

peruntukan 
menurut 

2
Izin 

Pemanfaata
n Ruang

3
Bangunan
/kegiatan

Tidak

2
Izin 

Pemanfaata
n Ruang 

(IPR)

3
Bangunan 
/kegiatan

Sesuai

Rekomendasi
Hentikan 
sementara,
Urus izin

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Rekomendasi
Urus Izin

Rekomendasi
Usulan kpd KDH 
berupa Sanksi 
Administratif sesuai 
dg pasal 63 UU No.
26/2007
Sanksi Pidana sesuai 
UU No.26/2007
Rekayasa teknis

Rekomendasi
Usulan kpd KDH 
berupa Sanksi 
Administratif sesuai 
dg pasal 63 UU No.
26/2007
Sanksi Pidana sesuai 
UU No.26/2007

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Rekomendasi
Rencana 
dihentikan

Rekomendasi
Rencana 
dihentikan

3
Bangunan
/kegiatan

Ada

Tidak Ada

Ada

1

Memproses 
Dokumen* /Kelayaka
n Lingkungan:
AMDAL atau UKL dan 
UPL

Kesesuai
an dg IPR

Rekomendasi
Kegiatan dpt 
dilanjutkan

Tidak

Sesuai

Rekomendasi
Kegiatan 
disesuaikan dg 
IPR

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Sesuai



8. KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

PRESIDEN

GUBERNUR

BUPATI/ 
WALIKOTA

BKTRN          
       (8 

BKPRD 
PROVINSI

BKPRD 
KABUPATEN/ 

KOTA

Keppres 62/2000

Fungsional
Laporan setiap  3 (tiga) bulan 

(Melalui Mendagri)

TIM TEKNIS

Kep. Gubernur

Kep. Bupati/Walikota

Fungsional Laporan setiap 4 (empat) bulan 
(Tembusan Kepada Mendagri)

Sekretaris 
(Sekretariat)

Sekretaris 
(Sekretariat)

POKJA
(3 POKJA)

POKJA
(2 POKJA)

POKJA
(2 POKJA)


